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NOMOR: 34
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LEMBARAN DAERAH

KABUPA TEN KUTAI TIM.UR

TAHUN 2001

Menimbang

Menuinuat...........

PERA·T'·UR_A.NDAERAH KABUPATEN KUT Al TlMUR

NOMOR 34 TAllUN 2001
.'

TENTANG

IJIN rviENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMA T TUHAN yANG MARA ESA

BtJPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa untuk menata pembangunan agar sesuai dengan

Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Pembangunan yang

berwawasan lingkungan perlu dilakukan Penertiban dan

Penataan Bangunan da1am wilayah Kabupaten Kutai Timur ;

b. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan

guna tercapai keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandang

periu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan

mendirikan, memanfaatkan dan mengbapuskan bangunan ;

c. bahwa untuk tercapainya kondisi tersebut diatas perlu ada

pengaturan tata letak bangunan, keindahan dan pelaksanaannya

melalui penetapan dalam Peraturan Daerah.

t. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan

Umum Retribusi Daerah ;

'. Undang-undang Nom.or 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Auraria .
..... ,

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan

Lingkungan ~

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentan.g Rumah Susun;
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5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19&7tentang Jalan ;

6. Undang-undang nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Pemukiman ;

7, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992' tentang Benda Cagar

Alam Budaya ~

.'

8. Undang...undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang;

9. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ;

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah ;

1:. Undang..undang R[ Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan K.euangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

. ( Lembaran. Negara Tahun 1999 Nomor 727 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848 ) ~

12. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah ~

-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang

Penyerahan sebagai Urusan Pemerintah ill Bidang Pekerjaan

Umum kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II ~

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692 ) ~

15. Keputusan Ptesiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan

Industri :

..

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 77 ) ~
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai TOOur Nomor 03 Tahun

2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Ku~i Timur ~

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kutai Timur ~

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 13 Tahun

')001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup ~

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1.4 Tahun

2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pertanahan Kabupa.ten Kutai Timur ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 18 Tahun

?001 tentang Pembentukan Organisasi dan TataKerja Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten kutai Timur,

Dengan Persetujuan,

• DE\VAN P'ER\A/AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENKUTAI TWUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PER.<\TURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TThillR

"rENT ANG urN MENDIRlKAN BANGUNAN...

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ~

b. Pernerintah Dueruh udalah Pernerintahan Kabupaten Kutai Timur ;
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c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kutai Timur ~

e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan KabupatenKutai Timur ;

f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan U1UUlU Kabupaten Kutai Timur ~

g. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang Kota dan Daerah,. ' .~

Bangunan Gedung, Perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman

.Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana hubungan darat

dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan tennasuk bagian pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam UU

No. 13 Tahun 1980 tentangjalan ~

h. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air tennasuk. kekayaan alam

bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang telah

-,

.
diusahakan oleh manusia ;

i. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur ~

j. Kantor Sistem Informasi managemen Pelayanan Satu Atap ( SIMTAP ) adalah Kantor

Pelayanan Perijinan satu atap yang melayani Pendaftaran Ijin Mendirikan Bangunan (

1MB ) dan Pembayaran Retribusi yang telah ditetapkan ~

k. Bangunan adalah Kontruksi Teknik yang ditanam atau diletakkan atau dilekatkan atau

melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya, diatas atau

dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau

bukan gedung ~

L Instansi Pemungut adalah Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan

Penagihan Retribusi [1\18 ;

111. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi kontruksi dan umur

bangunan lebih dari 15 tahun ~

11. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi kontruksi dan umur

bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun ;

o. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dati segi kontruksi dan

U111ur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun ~

1). Kaphng/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan

Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan ~

.,

..
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q. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau

sebagian terrnasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang

berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut ~

r Mengubah Bangunan adalah pekerjaan rnengganti atau menamhah bangunan yang ada,

termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti

bagian bangunan tersebut ~

s. Merobohkan Bangi.nan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian

bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan atau kontruksi ~

t. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pernbayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi, dan atau badan usaha

baik swasta maupun BUMN ~

u. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah jumlah biaya Retribusi !NIB yang hams

dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh Perseorang, Pemerintah, dan atau Badan

Usaha baik swasta maupun Pemerintah ;

v. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mel iput i Perseroan Terbatas ( PT ),

Perseroan ISomanditer ( CV ), Perseroan lainnya, Badan Usaba Milik. Negara atau
,

Daerah .dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,

yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap,

serta bentuk usaha lainnya ;

v«. Surat Ketetapan Retribusi IMB adalah Surat Ketetapan yang menetukan besamya

jumlah Retribusi 1MB yang harus dibayar ~,

x, Surat Setoran Retribusi [MB adalah surat yang diterbitkan untuk. melakukan

penyeroran/pembayaran retribusi 1MB;.

."

-
y. Wajib Retribusi adalah adalah orang pribadi, pemerintah yang menurut perundang-

undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran.

z: Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib

Retribusi untuk pemanfaatan jasa dan atau Perijinan Mendirikan Bangunan dari

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan

mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan terhadap pendirian

suatu bangunan serta kepatuhan pemenuhan Retribusi berdasarkan .peraturan

perundang-undangan ;

..
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bb. Garis Sepadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar

dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian

kapling/pekarangan dan gedung yang boleh dibangun suatu bangunan ;

ce. Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara

luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan ;.
dd. Koefisien Lantai Bangunan ( KLB ) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara

total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan ;

ee. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan

tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan,

ff. Ijin Mendirikan Bangunan ( 11v1B ) adalah ijin yang diberikan dalam

mendirikan/mengubah bangunan ~

gg. Ijin Penggunaan Bangunan ( IPB ) adalah ijin yang memberikan untuk menggunakan

bangunan dengan fungsi bangunan yang tertera dalam Ilvffi ;

hh.ljin Penghapusan Bangunan ( ffiB ) adalah ijin yang diberikan untuk
,

",

menghapus/merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun fungsi, sesuai

dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB ;

ii. SNI adalah Standar Nasional Indonesia tentang spektrum bahan bangunan.

BAB II

PERIJINAN:r KLASIFlKASI, PERSYARATAN

BANGUNAN DAN LlliGKUNGAN

Pasal2

(1) Orang / Badan / Lembaga sebel urn membangun, atau merubah bangunan harus

rnerniliki Ijin Mendirikan Bangunan ( 1MB ) ~

(2) Orang I Badan / Lembaga sebelurn menggunakan bangunan harus memiliki Ijin

Penggunaan Bangunan ( IPB ) ;

(3) Orang! Badan / Lembaga sebel urn merobohkan bangunan harus memiliki Ijin

Penghapusan Bangunan ( rHB ) ;
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Pasal3

Klasifikasi Bangunan

-. ( 1) Menurut fungsinya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut ;

a, Bangunan Rumah Tinggi dan sejenisnya ;

h. Bangunan Tempat Usaha / Komersial ;

c. Bangunan Pemerintah ;

d. Bangunan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan ~

&

(2) Menurut umurnya, bangunan diwilayah Kabupaten Kutai Timur diklasifikasikan

sebagai berikut :

a. Bangunan Permanen ;

b. Bangunan Semi Permanen ;

c. Bangunan Sementara ;

Pasa14

(1 ) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan tehknis, persyaratan lingkungan, dan

persyaratan hukum serta administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai

dengan fungsi yang ditetapkan ~

(2) Fungsi bangunan yang dibangun hams sesuai dengan peruntukkan lokasi yang telah

ditetapkan dalam rencana tata ruang ;

(3) Perletakan bangunan pada lokasi harus digambarkan pada gambar situasi ;

(4) Gambar 'situasi bangunan yang telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum

melengkapi kelengkapan PIMB ~

(5) Gambar situasi perletakan bangunan harus memuat penjelasan tentang :

a. Bentuk kaplinglpekarangan yang sesuai dengan peta BPN ~

b. Fungsi bangunan ;

c. Nama jalan menuju kekapling dan sekeliling kapling ;

d. Peruntukan bangunan sekeliling kapling ~

e. Letak bangunan diatas kapling ~

f. Koefisien Dasar Bangunan ;

g. Koefisien Hijau Bangunan :

h. Garis Sempadan ;
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i. Arah mata angin ~

j. Arah angin rata-rata ;

k. Skala gambar.

Pasal5

Garis Sempadan

"

(1) Garis Sempadan poodasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencanajalan

) / tepi sungai / tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan / rencana jalan Ilebar

sungai I kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kapling I kawasan ;

(2) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar sebagaimana terscbut pada ayat (1)

Pasal ini bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan

( damija ) dihitung dari tepi jalan / pagar ~

(3) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar sebagaimana tt":fseb.l.\t pada ayat (1)

P~5:)l ini l_lntl.1k" daerah ~J)_t~.i~bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 meter dari

garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan :

(4) Untuk lebar jalan ( sungai yang kurang dari 5 meter letak. garis sempadan adalah 15

meter dihitung, dari. tepi jalan / pagar "r

(5) l.etak Garis sempadan pond asi bangunan terluar pacta bagian samping yang

berbatasan dengan. tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter

dari hatas kap 1ingjoarau dasar kesepakatan denah tetangga yang saling berbatasan ~

(6) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang

berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter

. - dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan,

Pasa16

(1) Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpitan

dengan batas terluar daerah milik jalan ~

(2) Garis pagar di .sudut persimpangn jalan ditentukan dengan serongan/lengkungan atas

dasar fungsi dan peranau jalan ;

...8 ..



...

..

-

.:

•

,.

(3) Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,5 meter dari
•. .

permukaan halaman / trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang.

Pasal7

(1) Garis sempadan dan jalan masuk ke Kapling bilamana tidak ditentukan lain adalah

berhimpit dengan batas terluar garis pagar ~

(2) Pembuatan jalan masuk harus mendapat ijin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Timur.

Pasal8

•

(1) Teras/balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup ;

(2) Balkon Bangunan tidak dibenarkan mengarah J mengbadap ke kapting tetangga ;

(3) Garis rerluar balkon bangunan tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang

berbatasan dengan tetangga.

Pasa19

(1) Garis terluar suatu tritis/oversteck yang menghadap ke arab tetangga, tidak

dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
(2) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan

pagar, cucuran atas suatu tritis/oversteck hams diberi talang dan pipa talang harus

disalurkan sampai ketanah ~

(3) Dilarang menempatkan lobang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan

langsung dengan tetangga.

PasallO

Jarak Antar Bangunan

(1) Jarak antara masa/blok bangunan satu bangunan satu lantai yang satu dengan l~in.q~.a

dalarn satu kapling atau antara kapling minimun adalah 4 meter ~
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(2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak masalblok bangunan dengan

bangunan lain disekitarnya sekurang ..kurangnya 6 ( enam ) dan 3 ( tiga ) meter dengan

batas kapling ;

(3) Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai. jarak antara masafblok

bangunan yang satu dengan lainnya ditambah dengan 0,5 meter.

Pasall t

Koefisien Dasar Bangunan

(1) Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) ditentukan atas dasar pelestarian

lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran,

kepentingan ekonomi, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan ~

(2) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan

dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku ;

(3) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum
60 %.

,..
Pasal12

Koefisien Lantai Bangunan
..,

(1) Koefisien Lantai Bangunan ( KLB ) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian

lingkungan resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran,

kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan fungsi bangunan, keselamatan dan

. kenyamanan bangunan ~

(2) Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota

atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal13

Koefisien Daerah Hijau

(1) Koefisien Daerah Hijau ( KDH ) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian

lingkunganlresapan air permukaan tanah ;

... 1.0 ...
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(2) Ketentuan besamya KDH pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang

Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

(3) Setiap bangunan wnurn apabila tidak ditentukan lain ditenmkan KDH minimun

300/0.

Pasal14

Ketinggian Bangunan

(1) Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

(2.) Untuk masing-masing Iokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimun

bangunan ditetapkan oleh Kepala OPT]dengan mempertimbangkan leber jalan, fung~i

bangunan,. keselamatan bangunan r serta keserasian dengan lingkungannya ;
. .

(3) Ketinggian bangunau deret maksimund ( empat ) lantai dan selebibnya han_t~betjaTak-

dengan persil tetangga.
i

Bagian Ketiga

Persyaratan Lingkungan

Pasal15

Setiap bangnnan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas ~

Setiap bangunan langsung atau tidak l3.n(Y~l_\{lJ~tidak rlinerb(\l~hkan rnenooanoon atan
..., ~...... ""'oJ ""'.....

(2)

menimhulkan eangell<ln kearnanan .. keselsmatan umum, keseimbangan/pelestarian

Iingkungan dan kesehatan Iingkungan :_

(3) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangunlberada
i

diatas sungai / saluran / selokan I selokan parit pengairan,
i

BAS III

PERSY ARA TAN KEANDALAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Persyaratan Ar sitektur

Pasal16

( 1) Setiap bangunan harus mempertimbangkan perletakan rll~ngsesuai d~neanfungsi

ruang dan hubungan didalamnya ;
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(2) Setiap bangunan harus mempertimbangkan furor keindahan, kandungan lokal, dan'

sosial budaya setempat ;

(3) Setiap bangunan diusahakan rnempertimbangkan segi ..segi pengembangan konsep

arsitektur bangunan tradisional, sehingga secara estetika dapat mencerminkan

perwujudan budaya setempat.

Bagian Kedua

Persyaratan Struktur

Pasal 17

Bangunan Satu Lantai

(1.) Bangunan satu lantai adalah bangunan yang berdiri langsung diatas pondasi pada

bangunan tidak terdapat pemanfaatsn lain selain pada lantai dasarnya :

(2) Bangunan satu lantai temperer tidak diperkenankan dibangun dipinggir jalan

utama/arteri kota kecuali dengan ijin Bupati dan umur bangunan dinyatakan. tidak

lebih dari dua tahun ~

(3) Bangunan .satu lantai semi permanen tidak diperkenankan dibangnn dipinggir jalan
I

utama/arteri kota ;
I, .

(4) Bangunan satu lantai semi permanen dapat diubah meniadi pennanen setelah

diperiksa oleh Dinas Pekerjaan Umum memenuhi syarat.

Pasal18

Bangunan Bertingkat

-
Yang termasuk kelompok ini adalah :

(1) Bangunan bertingkat permanen dengan ketinggian dua sampai dengan lima lantai ;
(2} Bangunan bertingkat semi permanen dengan ketinggian dua lantai.

o
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Pasal 19

Bangunan Tinggi

...

(1.) Kelompok ini adaLah bangunan tinggi permanen dengan jumlah lantai lebih dari lima ~

(2) Untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dan 8 ( delapan ), perencanaan dan

pelaksanaannya harus mendapat rekomendasi teknis dan Dinas Peketjaan Urnum

Kabupaten Kutai Timur.

Pasa120

Ketahanan Konstruksi .-

( 1) Setiap bangunan harus dibangun mempertimba ngkan kekuatan, kekakuan dan.

kestabilan dari segi struktur ;

(2) Peraturanlstandar teknik yang harus dipakai adalah peraturan/standar teknik yang
,

berlaku di Indonesia yang meliputi SNI tentang Tata Cara, Spesifikasi, Metode Uji

yang berkaitan dengan bangunan gedung..gedl.lOe ~

(3) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban

sendiri, beban yang dipikul, beban angin, dan getaran serta gaya gempa sesuai dengan

'\ ketentuan teknis yang berlaku ;

(4) Setiap bangunan dan bagian konstruksi yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya

angin atau gempa yang cukup hesar harus direncanakan dengan konstruksi yang

sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;

Setiap banguuan bertingkat lebih dari dua lantai, dalam pengajuan perijinan(5'~ J

-
mendirikan bangunannya harus meuyertakan perhitungan struktumya ~

(6) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur mempunyai kewajiban dan

wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunannya maupun pada masa pelaksanaan

pembangunan, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa,

Bagian Ketiga

Persyaratan Bahan Bangunan

Pasal21

( 1 ), , Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan

bangunan produksi dalam negeri/setempat ...dengan kandungan lokal minimal 60 0/1'\.;

- 13 -
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(2) Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan

dalam pemanfaatan bangunannya ;

(3) Bahan bangunan yang dipergunakan hams memenuhi syarat ..syarat teknik sesuai

I-. dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia

(SNl) tentang spesifikasi bahan bangunan yang betlaku :

(4) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang

berbahaya, harus mendapat rekomendasi dan instansi terkait dan. dilaksanakan oleh

ahlinya ; .

(5) Pengecualian dati ketentuan ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Bupati Kutai

Timur atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Bagian Keempat

Persyaratan Utilitas

Pasal22

Jaringan Air Bersih

-,

(1) Jenis mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum hams memenuhi standar dan

ketentuan yang berlaku ~

(1) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum hams disesuaikan dan aman

terhadap sistern lingkungan hangnnan-bangunan lain; bagian-bagian lain. dari

bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan ;

(3) Pengadaan sumber air minum diambil dari PDAM atau dari sumber yang dibenarkan

secara resmi oleh yang berwenang,

Pasa123

Jaringan Air Hujan

(1) Pada dasamya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota ;

(I) . J ika hal dimaksud ayat (I) pasal ini tidak mungkin, berhubung belum tersedianya
saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang

berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan

ataupun care ...cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
.:

,

- 14 ...
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(3) Saluran air hujan :

a. Dalam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan ;

b. Saluran tersebut di atas harus mempunyai ukuran yang cukup besar dan

kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik; .

c. Air hujan yang jatuh di atas atap harus segera disalurkan ke saluran di atas

permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka ;

d. Saluran harus dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasa124

Jaringan Air Kotor

(1) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, we dan tempat cuci

pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan dari

peraturan yang berlaku ;

(2) Pembuangan air kotor dimaksud pada ayat (1.) pasal ini dapat dialirkan ke saluran

umum kota ;

::

Jika hal dimaksud ayat (2) pasal ini tidak mungkin, berhubung belum tersedianya

saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang

berwenang, maka pembuangan air hujan hams dilakukan melalui proses peresapan

ataupun cara-cara lain yang ditentukan olen Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;

(4) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal. to (sepuluh) meter dari sumbel' air

(3)

minum atau air bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah

terhadap letak sumber air minum atau bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang

disyaratkan/diakibatkan oleh suatu kondisi tanah.

-
Pasal25

,

Tempat Pembuangan Sampah

(1) Setiap pembuangan barulatau perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai

tempat kediaman diharuskan memperlengkapi dengan tempat/kotak/lobang

pernbuangna sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga

kesehatan umum terjamin ;

- 15 ..
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(2) Dalam hal pada lingkungan di daerah perkotaan yang merupakan kotak-kotak sampai

induk, maka sampah dapat ditampung uutuk diangkut oleh petugas kebersihan ~

(3). Dalam hal jauh dari kotak sarnpai lnduk Dinas Kebersihan maka sampah-sampah

dapat dibakar dengan cara yang aman atau dengan cara lainnya .

Bagian Kelima

Persyaratan Kelengkapan Sarana Prasarana

Pasa126

(1) Setiap bangunan harus mem iliki sarana dan prasarana bangunan yang mencukupi agar

dapat terselenggaranya fungsi bangunan yang telah ditetapkan ;

Setiap bangunan umum harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana bangunan

yang memadai, yang meliputi :

{Il\,-,

~" Sarana pencegr.han dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran ~

b. Tempat parkir ~

c. Sarana transportasi vertikal ;

d. Sarana tata udara ~

e. Fasilitas penyandang cacat ;

f. Sarana penyelamat

Pasal27

Ketahanan Terhadap Bahaya Kebakaran

,

(1) Setiap bangunan harus memiliki cara, sarana dan alatJperlengkapan pencegah dan
penanggulangan bahaya kebakaran yang bersumber dari listrik, gas, api dan

sejenisnya sesuai den.gan ketentuan dalam ;

a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 021KPTS/1985, tentang Ketentuan

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kehakaran pada Bangunan Gednng ~

1>..Stan ciar Nasional Indonesia (SNI) (SKBI) ten tang pencegaban dan

penanggulangan bahaya kebakaran pada hangunan rumah dan gedung ;

c Ketentuan atau standar lain yang berlaku ~

- 16-
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(2) Setiap bangunan umum harus dilengkapi petunjuk secara jelas tentang:

a. Cara pencegahan dari bahaya kebakaran ;

b. Cara penanggulangan bahaya kebakaran ;

c. Cara penyelamatan dari bahaya kebakaran ~

d. Cara pendeteksian sumber kebakaran ;

e, Tanda-tanda penunjuk arah jalan keluar yang jelas.

Bagian Keenam

Persyaratan Kenyamanan dan Kesehatan dalam Bangunan

Pasa129

(1) Setiap bangunan yang dibangun harus dipertimbangkan faktor kenyamanan dan

kesehatan bagi pengguna, penghuni yang berada di dalam dan. sekitar bangun:;\11. ~

(2) Dalam merencanakan bangunan harus memperhatikan :
•

a. Sirkulasi udara dalam bangunan dan setiap ruang harus mendapat udara segar

yang cukup ;

h. Jumlah sinar/penerangan yang cukup sesuai dengan fungsi ruangannya ;

c. Tingkat kebisingan yang dapat diterima,

BABN
PERTJINAN BANGUNAN

Bagian Pertama

ljin Mendirikan Bangunan/Mengubah Bangunan (llV.ffi)

Pasal30

Arah Perencanaan

Sebelum mengajukan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IrvtB),.pemobon barus minta

keterangan tentang araban perencanaan kepada DPU tentang rencana-rencana mendirikan /

mengubah bangunan yang meliputi ~

a. Jenis/peruntukan bangunan ~

..



of

•

,"

-

-,

-,
•

•

b. Luas lantai bangunan yang diijinkan ;

c. lumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawan permukaan tanah yang diijinkan ;

d. Garis Sempedan yang berlaku ;

e, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diijinkan ~

f. Koefisien Lantan Bangunan (KLB) ~

g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) ;

h. Persyaratan-persyaratan Bangunan ;

i. Persyaratan Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan ~

i- Hal-hal lain.yang dipandang perlu ;

Pasa131

(1) Perencanaan bangunan rumah tingga] satu lantai dengan luas kurang dari 50 M2 dapat

. dilakukan oleh Bupati Kutai Tirnur ;

(2) Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilaknkan oleh orang yang

ahli yang telah mendapatkan surat ijin bekerja dari Bupati Kabupaten Kutai Timur ;

(3) Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum atau bangunan

spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai

dengan bidang dan nilai bangunan ~

(4) Perencanaan pertanggung jawaban bahwa bangunan yang direncanakan telah

memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(5) Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tidak berlaku bagi perempuan:

a. Bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak

bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan DPU ;

b. Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan antara ~

- memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah kontruksi dan luas lantai

bangunan ;

- pekerjaan memplester, mernperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis

lantai bangunan ~

memperbaiki penutup atas tanpa mengubah kontruksinya ~

- membuat pemisah halaman tanpa kontruksi ;

- memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jariuganlain.



Pasa132

j\
Perencanaan bangunan terdiri atas :

a. Perencanaan arsitektur ;

b. Perencanaan kontruksi ;

c. Perencanaan utilitas ;
,

Yang disertai Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS).

Pasal33

Tata cara Mengajukan Perrnohonan ljin

MendirikaniMengubah Bangunan (PIMB)

(1) PTh1Bharus diajukan sendiri secara rertulis oleh pemohon kepada Bupati Kutai Timur

atau Pejabat yang ditunjuk ;

(2) Lembaga isian Pllvm tersebut ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
!

Bupati Kutai Timur ;

..
b.

c.
d.

e.

f-

,

(3) PllvtB harus dilampiri dengan :

a, Gambar Situasi ;

Gambar Rencana Bangunan ~

Perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat (lebih dari 2 lantai) ;

Advice Camat yang bersangkutan ;

Salinan atau fotocopy bukti kepemilikan tanah ;

Persetujuan/ijin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan diatas tanah yang

bukan miliknya.

Pasa134

(1) Dinas Pekerjaan Urnum Kabupaten Kutai Timur mengadakan penelitian PIMB yang

diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknik menurut ketentuan dati

peraturan yang berlaku ~
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(2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur mernberi tanda PThffi semua

persyaratan administrasi telah dipenuhi ;

(3) Dalam rangka waktu 2 s/d 6 hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana
tersebut dalam ayat (2), DPU Kabupaten Kutai TilTIUr menetapkan besamya distribusi

yang wajib dibayar berdasarkan ketenman yang berlaku atau menolak PIMB yang

diajukan karena tidak memenuhi persyaratan teknik ;

(4) Pemohon membayar retribusi berdasarkan penetapan pada ayat (3)~untuk PllMB yang

memenuhi persyaratan teknik ~

(5) Setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut

dalam ayat (4), DPU Kabupaten Kurai Timur memberikan Surat Ijin Sementara untuk
melaksanakan pembangunan fisik ;

(6) Untuk PINfB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau
r

petunjuk-petunjuk yang diberikan DPU Kabupaten Kutai Timur, dikemudian han.

Pasa135

Keputusan Ij in MendirikanIMengubah Bangunan

..

(1) ljin mendirikan bangunan diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan

Surat Ijin Mendirikan Bangunan Sementara ~

(2) Surat Ijin Mendirikan Bangunan ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur atau pejabat
:

lain yang ditunjuk olehnya ~
i

. -
(3) Surat Ijin Mendirikan Bangunan hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam

Surat Ijin Mendirikan Bangunan ~.
(4) a. Pemohon yang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Surat Ijin

.
Mendirikan Bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaannya ;

h. Perubahan nama pada Surat Ijin Mendirikan Bangunan dikenakan Bea Balik

Nama. sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(5) Ijin Mendirikan Bangunan dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh

Bupati Kutai Timur dan diberikanjangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
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Pasa136

(I) Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (PIlv[B) ditolak apabila :

a. Apabila bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknik

bangunan seperti diatur pada BAB N ;

b. Karena PersyaratanlKetentuan dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini tidak

dipenuhu ;
,
I

c. Bangunan yang akan didirikan di atas lokasiltanah yang penggunaannya tidak
.

sesuai ;dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana kota yang

sudah 'ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten K.utai
I
I

Timur;

d. Apabila bangunan mengganggu atau memperjelek lingkungan sekitamya ;
e. Apabila bangunan akan mengganggu arus lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya

atau bangunan-bangunan yang telah ada ~

f. Apabila sifat bangunan tidak sesuai dengan sekitarnya ;

g. Apabila tanah bangunan untuk kesehatan (higennich) tidak mengijinkan ;
h. A._p~l_'bit~_!~t'..c~llabangunan tf!r~~bl!tmenyebabkan terganggunya jalan yang akan

I
I

telah ditetapkan pemerintah ~
,

i. Apahila adanya keberatan yang diajuk dan diberikan oleh Pemerintah ;

j. Apabila ada lokasi tersebut sudan ada rencana Pemeri ntah ~
;

k. Apabila bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Daerah Propins atau
.

Peraturan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah. ini .
.

Pasa137

ljin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan hal:

(1) Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak

(2) Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan DPU Kabupaten Kutai Timur

tidak membahayakan ;

(3) Pemeliharaanlperbaikan bangunan dengan tidak merubah denah, kontruksi maupun
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(4) Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau _

taman-taman dengan syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Ditempatkan di halaman belakang ~

~ (2) Luas tidak melebihi 10 (sepuluh) meter persegi dari tinggi tidak lebih dari 2 (dua)

meter, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal37 Peraturan Daerah ini.

(5) Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman

perkarangan rumah ~

(6) Membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen ~

(7) Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh ijin dari Bupati

Kutai Timur untuk paling lama I (satu) bulan ;

(8) Mendirikan perlengkapan yang pendiriannya telah memperoleh ijin selama
mendirikan bangunan.

Pasa138

..

Bagi siapapun dilarang mendirikan bangunan apabila :

( l) Tidak mempunyai Surat Ijin Mendirikan Bangunan ;

(2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Ijin Mendirikan

Bangunan ~

(3) Menyimpang dati rencana Pembangunan yang menjadi dasar pemberian ljin

Mendirikan Bangunan ;

(4) Menyimpang dan peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini atau Peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah

..

-
(5) Mendirikan Bangunan diata tanah orang lain tanpa ijin pemiliknya ··atau kuasanya

yang sah.

Pasal39

•

(1) Bupati Kabupaten Kutai Timur dapat mencabut Surat Ijin Mendirikan Bangunan

apabila :

a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ijin itu diberikan pemegang ijin

masih belum melakukan pekerjaan £)l~gg'.!h~~).lngguhdan menyakinkan ;



·.

..

b. Pekerjaan itu terhenti selarna 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilakukan ~

c. Ijin yang telah diberikan itu ternyata di dasarkan ada keterangan ...keterangan yang

keliru;

d. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat
I

yang disahkan.

(2) Pekerjaan mendirikan bangunan dalam (ME baru dapat dimulai dikerjakan setelah

DPU Kabupaten Kutai Timur menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan

bangunan, serta ketinggian penuukaan tanah pekerjaan tempat bangunan akan

didirikan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam.IlvIB ;

(3) Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang

diajukan dan ditetapkan dalam 1MB.

Pasa141

(I) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon Ilv1B dapat

diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar

pengaman yang mengelilingi dengan pinta rapat ;
(2) Bilamana terdapat sarana kota mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka

pelaksanaan pemindahan pengamanan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang

atas biaya pemilik llv1B.

Pasal42

Pelaksanaan Pembangunan

-
(1) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh

pengawas yang sudah mendapat ijin ;

(7) Selalna pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan. pemohon Th,ffi diwajibkan agar

kepentingan pemeriksaan oleh petugas ~
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(3) Petugas DPU Kabu.paten Kutai Timur berwenang untuk. :

a. Memasuki dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap

saat padajam kerja ~

b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan

Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS ;

c. Memerintahkan menyingkirkan bahau bangunan. yang tidak memenuhi syarat

demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan /

kesehatan umum ;

d. Memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan
!

bangunan, sebagai atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila:

Pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari ijin yang tela diberikan

atau syarat-syarat yang teLahditetapkan ~

- Peringatan yang tertulis dan DPlJ tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang

ditetapkan.

Pasal44

Keselamatan Kerja

-. ( 1) Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari

peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku ;

(2) Pemegang ijin mendirikan bangunan diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan

air rmnum bersih yang mernenuhi kesehatan lingkungan tempat pekerjaan
,

ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerj~ yaag

membutuhkannya ~

(3) Pemegang ijin mendirikan bangunan diwajibkan selalu berupaya menyediakan
....

perlangkapan P3K lengkap dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang

dipekerjakan, ditetapkan sedemikian rupa didalam lingkungan pekerjaan sehingga

mudah dicapai hila diperlukan ;

(4) Pemegang ijin bangunan sedikit-dikitnya menyediakan satu kakus sementara hila

memperkerjakan sampai dengan 40 orang pekerja, untuk 40 orang pekerja 40 orang

kedua, ketiga dan seterusnya disediakan tambahan masing-masing saw kakus lagi.
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Bagian Kedua

ljin Penggunaan Bangunan (IPB)

( 1) Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis

dilengkapi dengan :
,
,

a. berita .acara pemeriksaan dart pengawas yang telah diakreditasi (bagi bangunan

yang disyaratkan) ~

b. gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings) ;

c. fotocopy tanda pernbayaran retribusi.

(7) Berdasarkan laporan dan berira acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pasal ini

Kepala oeu Kabupaten Kutai Timur atas nama Bupati Kabupaten Kutai Timur

menerbitkan Surat ljin Bangunan (lPB) ~

(3) Jangka waktu penerbitan IPB dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan selambat-

lambatnya l2 hari kerja terhitung sejak diterima laporan dari berita acara

pemeriksaan.

Pasa146

Apabila terjadi perubahan Bangunan sebagaiman yang telah ditetapkan dalam 1MB,

pemilik 1MB diwajibkan mengajukan pennohonan rPM yang terbaru kepada Bupati Kutai

Tirnur.

Pasal47

Tata Cara Pengajuan IPB

-
OJ)~-

Untuk bangunan barn, pengajuan lPl3 dilakukan bersamaan dengan Penagihan IMB;

PLPB diajukan secara tertulis kepada Bupati Kabupaten Kutai Timur oleh perorangan,

Badan/Lembaga melalui DPU Kabupaten Kutai Timur dengan mengisi Formulir yang

disediakan, :

(3) Formulir Is~ PIPB tersebut ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan

(1)

Kabupaten Kutai Timur.
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(2) Kepala DPU dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak

sesuai dengan IPB ~

(3) Dalam hal terjadi seperti pada ayat (2)7 maka setelah diberikan peringatan tertulis

serta apabila dalam waktu ditetapkan penghuni tetap tidak me.nenuhi ketentuan

seperti yang ditetapkan dalam IPB, Bupati Kutai Timur akan mencabut IPH yang

telah diterbitkan,

Bagian Ketiga

ljin merobohkan Bangunan ( IHB )

Pasa151

Petunj uk Merobohkan Bangunan

(1) bupati Kabupaten Kutai Timur dapat mernerintahkan kepada pemilik untuk

!,

merobohkan bangunan yang dinyatakan.

a. Tuj nan atau alasan merobohkan bangunan ~

b. Pensyaratan keselamatan umum;

c. Cara merobohkan bangunan;

d. Hal-hal lain dianggap perlu

Pasal52

Perencanaan Merobohkan Bangunan

- (1) Perencanaan Merobohkan bangunan dibuat oleh perencanaan bangunan;

(2) Ketentuan ayat (1) ini tidak berlaku bagi :

a. Bangunan sederhana

b. Bangunan bertingkat/tidak bertingkat.

(3) Perencanaan Merobohkan Bangunan meliputi :

a. Sistem merobohkan Bangunan bangunan;

b. Pengendalian pelaksanaan rnerobohkan bangunan,
I,



Pasa153

Tata cara Mengajukan Permohonan

Ijin M.erobohkan Bangunan ( PlHB )

(1) PHlB harus diajukan sendiri ssecara tertulis kepada Bupati Kabupaten Kutai Timur

oleh perorangan atau badan/lembaga dengan mengisi Formulir yang disediakan olea

DPU Kabupaten Kutai Timur;

(2) Formulir isian tersebut dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan

Bupati Kutai Timur.

Pasa154

Penerbitan IHB

.'

( 1) DPU Kabupaten Kutai Timur mengadakan pene1itian atas PIHB yang diajukan

mengenai syarat-syarat administrasi, teknik, dan lingkungan menurut peraturan yang

berlaku pada saat PIHB diajukan;

(2) DPU Kabupaten Kuatai Timur memberikan tanda terirna PlliB apabila pensyaratan

administrasi telah terpenuhi;

(3) DPU Kabupaten memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan bangunan

apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan PlliBnya telah memenuhi

pensyaratan keamanan merobohkan teknis dan keselamatan lingkungan .

(4) Dalam waktu 5 hari kerja setelah diterbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3), DPU Kabupaten Kutai Tirnur menetapkan besamya Retribusi yang

wajib dibayar oleh pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud, dalam ayat (4). pemohon membayar

retrebusi;- (6) Dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah retribusi dilunasi, Bupati Kabupaten Kutai

....,

Timur mengeluarkan Ijin Merobohkan Bangunan yang bersangkutan kepada pemohon

PTBB_

Pasa155

Pelaksanaan Merobohkan Bangunan

( I) Pekerjaan Merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya 5 hari

.. kesejahteraan IHB diterima;



(2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan earn dan rencana yang

disah kan dalam IHB.

Pasa156

Pengawasan Pelaksanaan Merobohkan Bangunan

(I) Selam pekerjaan rnerobohkan bangunan dilaksanakan, pernilik illB harus

menempatkan salinan lHB beserta larnpirannya dilokasi pekerjaan untuk kepentingan

petugas; "

(2) Petugas berwenang :

a. Mernasuki dan merneriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan;

b. Mercka apakah perlengkapan dun peralatan yang digunakan untuk merobohkan

bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan sesuai dengan

pensyaratan yang disahkan dalam IflB',

c Melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk. merobobkan

bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta

memerintahkan mentaati cara-cara yang disahkan dalam IHB.

Pasa157

-

(1) Selama memulai pekerjaan, pemohon IIvfl3wajib membayar retribusi terlebih dahulu;

(2) Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis;

(3) Pembayaran retribusi nvm tersebut ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 hari

kerja setelah Surat Pemberitahuan direrima oleh pemohon;

(4) Retribusi yang telah dibayarkan bisa diminta kernhali;

(5) Balik nama atas rtv1B dikenal biaya retribusi sebesar 10 % dari besamya perhitungan

. kembali retribusi [MB yang bersangkutan.

Pasa158

Ta ri f Retribusi

(1) Besarnya tarif'Retribusi ljin Mendirikan Bangunan bidang Cipta karya ditetapkan :

a, Bangunan rU111ah tempat tinggal/bangunan masyarakat sebesar 2 010 dari harga
Banuunan :... '

"-9- .. '. ..
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h. Bangunan untuk Usaha baik Swata maupun BUMN serta Kantor Pemerintah

sebesar 3 o dari Harga Bangunan;

c. Bangunan pagar untuk Rumah Ternpat Tinggal sebesar 1 % dati barga pembuatan;

d. Baugunan pagar untuk Usaha, Badan baik swasta maupun BUMN serta kantor

Pemerintah sebesar 2 % dari Harga Bangunan.

e. Mengubah Bangunan untuk Tempat a Tinggal sebesar 1 % dari Harga Bangunan ;

f. Mengubah Bangunan untuk tempat usaha, badan usaha baik swasta maupun.

BlJtv1N serta kantor pernerintah sebesar 2 ~/Odari Harga Pengubahan Bangunan;

g. Pemhongkaran Banguna untuk.. usaha, badan usaha l)(\.ik.swasta 111aupoo RlJMN

serta kantor Pernerintah sebesar 2 0/1, dari biaya Pembongkaran;

It Pembongkaran Bangunan antuk usaha, badaf( usalta baik ~W'aswmaupun BlJlv1:t~
.

serta Pemerintah sebesar 2 % dan Biaya Pembongkaran bangunan;

(2) Tarif yin Mendirikan Bangunan Rid.~,r'_gKf!bi_D_~~Margaan ditetapkan;

a. Bangunan jalan, jembatan, dan dermaga masyrakat sebesar 2 % dan harga

bangunan;

b. Bangunan jalan, jernbatan, dan dermaga oleh bac:l_!3,nusaba baik ~W~};t~"BT_~

n:u:t.upl,tn kantor pemerintah sebesar 3 0/(\ dari Harga Bangunan.

Tarif IJ'in mendirikan Banzunan Bidaruz Penzaira» r1itpt~r.1r~n·. ..... ~ ~ .(3)

...
a. Bangunan kepengairan yang dibangun oleh badan usaha baik swasta maupun

Pemerintah sebesar 3 ~/odari harga bangunan;

b. Bangunan persi ipan ( PDA~I[; PLN, Telkom) yang dibangun dalam Daerah

pengawasan jalan (Dawasja) oleh Badan Usaha swasta, BUNfN maupun

Pernerintah 3 ~h dari harga bangunan.

--. Pasal 59

Biaya Administrasi

Biaya administrasi peugurus setiap Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar :

(1) Bangunan ternpat tinggal masyarakat dikenakan sebesar Rp 10.000,.· ( sepuluh ribu
,

rupiah )~

(2) Bangunan badan usaha baik swasta maupun BU'MN' dikenakan sesuai dengan kontrak

yang disepakati.

,..
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Pasa160

Tata Cara Pernbayaran Retribusi

(I) Retribusi 1MB dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi 1MB yang

dikeluarkan oleh Dinas Pekerjanan Umum setelah diadakan survey lapangan;

(Z) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah melalui Kantor SIMTAP dengan

rnenerbirkan Surat Setoran Retribusi [lvffi sebagai Tanda bukti pembayaran retribusi

1MB')
(3) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunal/lunas;

(4) Pembayaran Retribusi harus tidak dilakukan selama tiga bulan sejak diterbitkan Surat

Ketetapan Retribusi 1MB maka lj in Mendirikan Bangunan dianggap batal dan

selanjutnya pemohon diberi kesempatan untuk mengurus ulang Ijinnya kembali

sebanyak 1 kal i.

Pasa161

Pembebasan Retribusi

Bupati Kutai Tirnur dapat menetapkan pembebasan retribusi rlYffi bagi :

z.
(1) Bangunan yang rusak karena bencana alam;

,

(2) Bangunan sekolah yang tidak dibiayai oleh proyek pernerintah, bangunan sosial dan

keagamaan yang tidak bersifat comersial;

(3) Bangunan yang didirikan oleh mereka yang resmi dinyatakan tidak mampu sepanjang

luas bangunan kurang dari 25 m;

(4) Pembongkaran bangunan yang ditetapkan bouwvalling oleh Bupati bukan karena

pelanggaran Peraturan Daerah ;

(5) Pembangunan jalan yang dibangun oleh swadaya masyarakat;

(GJ Perubaugunan jembatan yang dibangun oleh swadaya masyarakat;
( ....,'\
-,I )



Pasa] 62

Instansi Pemungut dan Pungut

(1) Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai instansi/Dinas Pungut;

(2) Dinas Pekerjaan Umum dibantu oleh Petugas Operator layanan IMB pada Kantor

Sl.MTAP untuk memperlancar proses Perizinan dan Pernungutan Retribusi tMB;

(3) Dinas Pemungut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberi uang

perangsang/upah Pungut sebesar 5 ~/~Realisasi Pungutan;

(4) Upah Pungut dapat diambil/ditarik setiap akhir triwulan (tiga bulan) atau pada akhir

bulan (lima persen P dari jumlah Maret, Juni, September, dan Desember).

'Pasa163

Pencabut [NfB

-,

ljin Mendirikan Bangunan dapat dibatal at au dicabut apabila :

(I ) 6 (enam) bulan setelah diberikan [1\1'B,penerirna llVf.Bbelum mengadakan permulaan-

permulaan pelaksanaan pekerjaan rnendirikan bangunan atau pekerjaan yang telah

dirnulai dianggap oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai Pekerjaan persiapan saja;

(J) pekerjaan dirnulai, kernidian diheutikan berturut-turut selama 6 (enam) bulan tidak

diteruskan;

(3) retribusi 1MB yang telah ditetapkan tidak dibayar dilunasi dalam jangka waktu selama

tiga bulan;

(4) pensyratan yang menjadi dasar diberikannya fM:B terbukti tidak benar;

(5) pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan menyimpan dari rencana yang ditetapkan

dalanl1MB.

I
I
I
I,
I
•,
I

-.
Pasal64

Ganti rugi

(1) Setap bangunan yang didirikan tidak berdasarkan Irv1B atau tidak mernilikillvlfs dapat

dibongkar oleh oleh pemerintah Kabupaten atas resiko dan biaya pemilik bangunan

yang bersangkutan;
. '") \
(_-- J Perintah kabupatn akan membayar ganti mgt tcrllaJap peiubongkarau baugunau yang

rueuriliki TlVlli sesuai UCi!gUll lta:)il tn:lli::)ak~(yaiig dibuar oleh Dinas pekerjaan Umum.

- 32 -



BAS VI

Permohonan Banding Kcpada DPRD

...
(

Pasal65

Pcmohonan Banding kepada DP[ZD dikenakan terhadap :

( 1) Keputusan penolakan atau pencaburan Surat Ij in Bupati Kutai Timur ;

(2) Keputusan Bupati Kutai Tirnur mengenai penetapan ketentuan-ketentuan atau syrat-

syarat lebih lanj ut atau penetapan larangan.

Pasa166

(1) Permohonan banding oleh yang berkepentingan dilakukan secara tertulis, dalam

jangka waktu satu b-rlan setelah dikirirnkannya Keputusan;

(2) Dalam keadaan luar biasa Bupati Kutai Timur dapat memperpanjang jangka waktu itu

selama-lamanya 1 bulan .

•

Pasal67

..

"

Permohonan banding itu harus mernuat:

a. Nama dan tempat tinggal yang berkepentingan atau kuasanya;

b. Tanggal dan nomor Keputusan yang dimohon banding;

c. Alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan banding;

d. Pernyataan keputusan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

-

( 1) Bupati membentuk panitia untuk mempersiapkan penyelesaian permohonan banding

itu'~
(2) Jika pencabutan suatu ijin ba!"'~l1n;:lndinvatakan ridak beralasan oleh dan dengan suatn

Keputusan DI)RD, maka izin itu berlaku kernbali .

...

.....,..)~ -



BAB VIl

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal69

(1) Setiap permohonan yang akan liic.ngaj ukan permohonan Ijill Mendirikan Bangunan,

yang jenis usaha atau kegiatau bangunan arealnya sama atau lebih cesar dari 5 (Lima)

hektar, diwaj ibkan untuk rnelengkapi persyaratan Analise Mengenai Dampak

Lingkungan ( A..MD.A.L.) sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 1993 Pasa12 ayat (I) dan
Pasal 3 seta KC.l1!MENLI-J/3/94 ~

(2) (J ntuk kawasan Industri, Perhotelan, Perumahan, Realstate, Pariwisata, Goo-ung

bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 meter atau lebih, pelabuhan diwajibkan

untuk rnelengkapi persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL )~

(3) Pelaksanaan dan penga wasan terhadap Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

ditangani oleh instansi terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nornor 5 Tahun

1993 ~

(4) Bagi pernohon Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ayat (1) dan (Z) Pasal in,

dalam mengajukan PI(VtB harus disertai rekomendasi dari Instansi yang menangani

masalah Analisa Mengenai masa 1all Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) ;
.'

(5) Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi Hukuman sesuai dengan Peraturan

yang berlaku, Jan untuk Ijin Mendirikan Bangunan dapat dicabut olehBupati Kutai

Timur,

BAB VIII

- Penga wasan

Pasal70

T_T!!~l.'k T..~l~1(_~:,~?lr.anPengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan

kepada Dinas Pekerjaan Umum atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati Kutai

Timur.

...34 ...
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BABIX

Sanksi Terhadap Lingkungan

Apabila pemegang fMB dalam melaksanakan pekerjaan melanggar tidak sesuai dengan

ketentuan yangtelah ditetapkau Bupati dapat dikenakan sebagai berikut :

( 1) Kegiatan Mendirikan Banguuan dihentikan ~

(2) Bangunan disege 1~

(3) Pelanggaran Bangunan dilegalisasi ~

(4) Dikenakan biaya legalisasi denda ~

(5) Eksekusi dilaksanakan atas dasarperintah Bupati ;

BABX

Ketentuan Pidana

Pasa172

,

(1) Barang siapa yang melanggar keteutuan dalam Pasa14 ayat (I), pasal 8, pasal l4;. dan

pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga)

bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50,000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) ;

(2) Besarnya denda maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut akan ditinjau dan

ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kutai Timur ;
(3) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud aya] (1) pasal ini adalahPelanggaran.

BABXI

PENYIDTKAN

(I) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas Tindak Pidana Pelanggaran

Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS )

dilingkungan Pernerintah Daerah yang mengangkatnya sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku ~



I.

.-,

(2) Dalam melakukan tugasnya penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau Peugaduan dari seseorang tentang al'las\ya tindak pidana

pelanggara n :

b. Melakukan tindakan pertama pada saal itu ditempat kejadian dan melakukan

perneriksaan ~
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan rnemeriksa tarlda pengenal diti

tersangka ~

d. Melakukan penyitaan benda dan/atau Surat ;

c. ~,,1¢n1aiiggilseseorang untuk dide.ngar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

f. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan

pemeriksa perkara ~

g. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik

bahwa tidak tedapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

dan selanjutnya melalui p~tl.)tlrlik memheritahukan hal te'(~bl!t kepada penunmt

U1TIUln, tersangka dan keluarganya.

-,

BAB xn
PERA TURAN PERALlHAN

memiliki ij in mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan DaerahlSufat Kcputusail

Bupati Kabupaten Kutai Timur sebelum Peraturan Daerah ini, dianggap telah

memiliki [MB/IPB menurut Peraturan Daerah ini :

(2) Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum

memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan dalam tempo 1 ( satu ) Tahun terhitung

sejak taneeBJ Perundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah Memiliki ljin

Mendirikan Bangunan. Peuyesuaian b:mE?Jn~n t~T~I:U.lt. d~Jl83n. ..-~y.~n.lt-~~'(at

r~r'~antl.lrr1dal~rn Peraruran Daerah ini diberikan tenggang waktu 5 ( lima) tahun ;

- 36-
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(3) Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud ayat (2) Pasal ini diberikan sepanjang lokasi

bangunan-bangunan sesuai dengan rene-ana Pernerintah Daerah Kabupaten Kutai

Timur ;
'4)(. Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan

ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB xm
KE~fENTUi\NLAIN-LAIN

Pasal75

, , -
(1) Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu dapat ditetapkan

Peraturan Bangunan secara khusus oleh Bupati Kutai Timur berdasarkan Rencana

Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah ada ~

..
(2) Hal-hal yang belumdiatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang Teknis

pelaksanaannya akan diatur kemudian 01eh Bupati Kutai Timur ~

(3) Untuk jenis, besaran, jumlah lantai tertentu, yang mempunyai dampak penting bagi

keselamatan orang banyak dan lingkungan, perlu adanya rekomendasi teknis bagi

keselamatan orang banyak dan liukungan, perlu adanya rekomendasi teknis dari

Menteri Pekerjaan Umurn sebelum dikeluarkan TMB.
- -\

BABXIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal76

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan

mulai berlaku pada tanggal diundangkan ~

,
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta,

Pada tanggal 17 September 2001

BUPATI. KUTl\I TIMlJR,

ttd

Drs. H.. AWANG FAROEK ISHAK MM,M

Di undangkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS KABUPATEN

Drs.R Y BASRUN GAMAS IVISc

Pembina TK. I

NIP. 01.0 057 173

LE1vffiARAN D~AERAH KABUP ATEN KUT AI TIMUR

NOMOR 34TAHUN2001

-

•


